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Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan penjumlahan besarnya NJOP Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan NJOP
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi NJOPTKP.

NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpaiakan daerah.

Bagian Ketiga
Penghitungan PBB-P2 Terutang

Pasal 7
PBB-P2 terutang diperoleh dengan cara. mengalikan tarif PBB-P2
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (5). ‘ ‘
Contch perhitungan PBB-PZ terutang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perigundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. .
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